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PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
PERATUMN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA

PERUSAI{AAN PERSEROAN DAEMH JOGJATAMA VISHESTIA

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

JOGJATAMA VISHESHA,

bahwa untuk meLaksanakan ketentuan pa8a1 lS, pasal 17
aJat I5), dan Pasat 20 ayat (6) peraturan WaIi Kota
Yo$akarta Nomor 27 Tah]utrI, 2024 tentang pengadaan
Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Dierah,- pertu
menetapkan Peraturan Direksi perseroan Daerah Jogittama
Vishesha tentaag Peraturar peLaksaraan pengadaan Barang
dan Jasa Pada Perseroan Daerah Jogiatama Vishesha:

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yo$/akarta Nomor 12
tentang Peruaahaan perseroan Daerah
Vishesha;

Peraturan Wali Kota Yo$/akar-ta Nomor 27
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan
Daerah;

Tahun 2020
Jogjatama

Tahun 2024
Usaha Milik

2.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

JOGJATAMA VISHESI{A TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PENOADAAN BARANG DAN JASA PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAEMH JOGJATAMA
VISHESHA,



PI).,JOOJAIA}IA
Ytsl.tEsllA
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarlr Peraturan Direksi ini, yang dtnaksud dengan:
1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang da!

Jasa yang dilalukan oleh perusahaan perseroan- Daerah .fo$atama
Viehesha dan dibiayai dengan Anggaran perusalEan perseroan Daerah
Jogiatama Vishesha yang prosesnya dimulai dari identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan,

2. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang
dibutuhkan oleh pengguna barang dan jisa.

3. Barang_adalah aetiap benda baik berwq,.ud maupun tidak berwujud,
lergerak _maupua tidak bergerak yarig diperiagangkan, dipukai;
dipergunakan atau dimarfaatkan oleh fengguna aarlngl

4. Pe-nJedia Barang dan Jasa adal,ah pelaku usaha termasut badan usahamilik negara, badar usaha milik daerah, badan usaha milik swasta,
badan. hukum, orang perseorangan/subjek hukum, atau instansi
pemerintah/badan layanan uaum/badan l,ayanan umum daerah yang
kegiatan usahanya menyediakan bai.ang dan jasa berdasarkan konirakl

5. Pakta Integritas adalah surat pemyataan yang berisi ikrar untuk
mencegah da-n tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam
Pengadaan Barang dan Jasa.

6. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekedaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau peniUuitan wujud fi-sik
lainnya.

7. Jasa-Konsultansi adatah jasa l,ayanan profesional yang membutuhkan
k9al ]an_ lertertu di berbagai bidang keiknuan yang mengutamakan
adalah olah pikir (brqinwa@.

8, Jasa l,ainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentuyang mengutamalan ketrampitran (skilhrarel dalam suJtu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan
suatu pekedaan atau segatra peke{aan dan/atau penyediaan jasa,
pelaksanaan pekelaafl konstruksi dan pengadian baring.

9. Industri Kreatif adatah industri yang berasal dari pemanfaat kreatifitas,
gagag1n orisinal, keterampitan, dan bakat individu untuk menciptakal
keeejahteras,n serta lapangan pekerjaan metralui pinciptaan dan
pemanfaatan daya keasi dan daya cipta

10. Surar Perintah Keda (SpK) adalah dokumen berupa surat perintah
un_tuk memulai pekerlaan dari pejabat pembuat komitrnen' kepadapelaksana peke{aan konstrukai/pemeliharean konstruksifjasa
lainnya.
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12.

13.

11.
vtsHBflA

S-wal<elola adalah Pengadaan Barang dan Jasa dimana peke{aannya
direncanakan, kerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh perusahaan
sebagai penanggung jawab Anggaran.
Konlrak Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah pe{arjian tertulis antara pejabat pembuat Komitmen dengan
Penyedia Bsrang dan Jasa.

Tender/Seleksi Umum adalah pengadaan penyedia barang dilakukan
dengaa diumumkan secara luas melalui media massa guna
memberikan kgigmpat€n kepada penyedia Barang Dan .fasa yang
memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelalgan.
Tender/Seleksi Terbatas adalah proses pengadaan Barang dan Jasa
dengan mengundang calon Penyedia Barang Dan Jasa yang sudah
terdaftar dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DF,f) sesirai -dengan
kualifrkasi pekerjaan.

Penunjukan Iangsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultaflsi/jasa iaiorry.
drlrm keadaan tertentu.
Pengadaan Iangsung adal,ah pelaksanaan pengadaan Barang da-n Jasa
yang dilakukan dengan cara membeli/membayar langsung kepada
Penyedia Barang dan Jasa oleh pejabat pengadaan -tarrpi pioses
leLang/ s€leksi/penunjulan Langsung,

Perusahaan adalah Perusahaan Ferseroan Daerah Jogjatama Vishesha.

lrlqgal* adalah Anggaran perusahaan perseroan Daemh Jogjatama
Vishesha.

grqanjsasi Pengadaar Barang dan Jasa ada_lah para pihak yaDg
Frlrubulsin langsung dengan aktifitas pengadaan -Barang 

dan jasa
dari yfai perencanaan pemenuhan kebuiuhan Uarang- aan jasa,
pengelolaan proses pengadaan, penilaian ketepatan spesi{itaS balaugdan jasa yang diterima sesuai kebutuhan pengguna, otorieasi
pembayaran dan pertanggungiawaban proses pengadaan.

Pelaksana Pengadaan adalah personel yang bertanggung jawab pada
proses persiapan dan pemilihan pengadaan
Pengguna yang seia4l-utnya disebut pA adalah Direktur
Utama Perusalaan Pers€roan Daerah Jogjatama Vishesha.
Pejabat Pembuat Komitmen yang seLanjutnya disebut ppK adalah
pejabat yang-d,iberi kewenangan oleh pA untuk mengambil keputusa[
dan/atau rrelakukan tindakan yang dapat mengakibatkan p€ngelua.an
Anggaran Perusahaan perseroaa Daerah JogjataEa Vishesh;. -
Pejabat Pengadaan "dalah personel yalg ditunjuk pA yang bertugas
melaksanalan pengadaan langsung, dan/atau pCnunjukia Lirg""rrgl

24. Tim Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pA
untuk melaLsanakan pengadaan Barang dan Jasa kecuili pengadaan
Langsung.

14.

15.

1.6.

17.

18.

20.

21.

22.



vtsflEsllA
25.

26.

Pengawas Intem adal,ah Satuan Pengawasan Intem yang melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan.

Direk8i adalah organ Perusahaan Perseroa:r Jogjatarna Vishesha yang
Ertarggung jawab atas pengurusan perusahaan peraeroan Jogjaiama
Vishesha untuk kepentingan dan tqluan perus€-bd.an perseroan
Jogiatama Vishesha serta mewakili Perusahaan perseroan Jogiatarna
tishesha baik di dalam maupun di luar: pengadilan sesuai derrgan
ketentuan Atggaran dasar.

BAB II
RUANC LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturafl Direksi ini adalah pengadaan Barang dan Jasa
yarg seluruhnya dibiayai dengan Aflggaran perusahaan.

Pasal 3
Pengadaar Barang dan Jasa s€bagaimala dimekslrd dal,am pasal 2
meliputi:
a. barang;

b. pekerjaankonstruksi;

c. jasa konsultansi; dan
d. jasa trainnya.

BAB III
ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4
Direksi berwenang membentuk Organisasi pengadaan Barang dan Jasa
di Perusahaan.

Organfua€i Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dlnaksud pada
ayat (1) dilaksanakar oleh:
a. PA;

b, PPK;

c. Pejabat Pengadaan; dan
d. Tim Pemilihan.

(1)

{2)
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(3)

14)

(1)

Organisasi Pengadaaa Bararg dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) anenandatansani pakta integritas untuk setiap pengadaan
Bar_a'rrg dan Jasa yang memuat ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaa.Ir Baraag
dan Jasa.

P-embentukan Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana
dimaksud pad,a ayat (1) ditetapkan dengan Surat Xeputusan Oirlksi.

Bagian Kedua

Pengguna Anggaran
pasal 5

PA sebagatnana dtunaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a memiliki
tugas darr kewenartgan sebagai berikut:
a. melakrrkan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran

belanja;

b. mengadakan peianjian dengan pihak lain dalam batas Anggaran
yang telah ditetapkar;

c. menetapkan perencanaan pengadaan;

d. menetapkan Rencana pembelarljaan Modal;
e. menetapkan Penunjukan L€ngsung untuk Tender/Seleksi ulang

gagal;

f. nenetapkar PPK;

g. rrnetapkan Pejabat pengadasn;

h. menetapkan penyelenggara Swakelola;
i. menetapkan Tim pemilihan;

j. menetaplGn tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melatui
sayembar:a/ koates;

k, menyatakan Tender/Seleksi gagal; dan
l. menetapkan pemenang pemilihan penyedia Bara-ng dan Jasa,
Per]et?pan aebagaimrurs dima}sud pada ayat (f) huruf I dilaksanakaa
terhadap pemenang pemilihal penyedia'Barang dan Jasa dengan
ketentrran:

a.Tender/Tender Terbatas/penunjukan Langsung untuk pal<et
Pengadaan Barang/ Pekerjaa{r Konstruksi/.f asa Lainnya dengan nilai
tr agu Anggaran paling sedikit di atas Rp 2OO.OOO.O0O,OO (d;a ratusjuta rupiah); dan

b. Seleksi/Seleksi Terbatas/penunjukan tangsung untuk paket
pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pigu -enggaran 

iatingsedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah[

(2)
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Begian Ketiga

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 6
(1) PPK merupakan Direktur yang ditunjuk oleh pA.

(2) Untuk ditetapkan sebagai ppK harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. memiliki integritas;

b. memiliki disiplin tinggi;
c. memiliki tanggung jawab dal kualifikasi

untuk metraksana-kan tugas;
teknis serta manajerial

d, mampu mengambil keputusa-n, bertindak tegas dan memiliki
keteLadanan dalam sikap periLaku serta tidak pemah tertbat
korupsi, kolusj darr nepotisrne; dan

e, m€nandatangani pakta integritas.
(3) Persyaratan man4jerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:

a, berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S1)/
Setara; dan

b. memiliki kemarnpuan keda secara kelompok dalam metraksa$akan
setiap tugas/pekerjaaamya,

(4) PPK memiliki tugas s€bagai berikut:
a. menyusun perencanaan pe gadaan;

b, melaksanakafl konsolidasi pengadaan Ba.rang dan Jasa;
c. menetapkan rencana pel,aksanaa-n pengadaan Baraqg da.n Jasa ya[g

meliputi:

1) rancangan Kontaki dan
2) sp€sifikasi teknis/kerangka acuaa kefa.

d, menetapkan harga perkiraan sendiri;
e, menetapkan besaran uaflg muka yang akarr dibayarkan kepada

Penyedia Bara-ng dan Jasa;
mengu:ulk1n kepada pA perubahan paket pekedaan dart atau
perubahan jadv/al kegiatan pengadaan Barang dan .lisa;
menandatangani Kontrak;
melaksanala! Kontrak dengan penyedia Barang Dan Jasa;
mengendalikan p€laksanaan Kontrak;

Tenyqrpan dan meqjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa:

k, pelaqo+an pelaksaflaan/penyelesaian peagadaan Barang dan Jasa
kepada PA;

h.

1,

t.
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l. menyeratkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa kepada
PA dengan berita acara penyerahan;

m. mel,aporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran
darr hambatan pelaksaaaan pekerjaan kepada pA;

n. menilai kinerja Penyedia Baia-ng dan Jasa;
o. menetapkan tim pendukung;

p. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
q. menetapkan surat penunjukan penyedia Barang dan Jasa.

(5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengadakan ikatan
perjaajian atau menandatangani Konkak dengan penyedia Barang dan
Jasa apabila:

a, belum ters€dia Anggaran; atau
b. tidak cukup tersedia Anggaran
yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas Anggaran yang tersedia
untuk keBiatan yang dibiayai dari perusahaar.

Bagian Keempat

Pejabat Pengadaan

Pasa.l 7
(U Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh pA.

(2) Pejabat P€ngadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. pegawai Perusahaan;

b. tidak mempunyai hubungan keluarga langsung dengan Direksi
Perusahaan; dan

c. menandatangani pakta integritas,
(3) Pejabat Pengadaan sebagaimana dirnal<sud pada ayat (1) memiliki

tugaa:

a. menJrusun rencana pemilihan penyedia Barang dan Jasa;
b. menetapka.u dokumen pengadaai;
c. mel,akukafl evaluasi administrasi, teknh, dall harga atas penawaran

yang masuk;

d. meLaksanakal persiapal dan peLaksanaan pengadaan Langsung
atau Penunjukan Langsung untuk pengadaan Baralg/pekerjaan
Konstrutsi/Jasa l,ain-nya ysng bernilai paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
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12)

(3)

t1)

(4)

e. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan Langsung
atau Penunjukan Iangsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi
yang bernil,ai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Bagian Kelima

Tim pemilihan

pasal 8
Tifl Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (21 hurul d
bertugas mel,aksanal<an persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia
Barang dan Jasa kecua-li Pengadaan langsung.
Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotal<an
minimal 3 (tiga) orang.
Dalam hd terdapat kompleksitas pemilihan penyedia Barang dan Jasa,
aaggota Tim Pemili.han sebagairmna dimaksud pada ayat (2) dapat
ditambah sepanjang be{umlah gasal.
Tim Pemilihan dal,am melaksana}an pengadaal Barang dan Jasa dapat
dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli,

BAB IV
PELAKSANMN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9
Pelatsanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan melalui;
a. penyedia; atau

b. swakelola.

Bagian Kedua
penyedia

Pasal 10

Pe-laksgEan P_engadaan Ba.rang dan Jasa yang dilakukan meLalui penyedia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui tahapan:
a. perencananpengadaan;

b. persiapanpengadaani

c. pemilihan penyedia; dan
d. pelaksanaan Kontrak.
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Paragra-f 1

Perencanaal Pengadaan

Pasal 11

Tahap perencanaan pengadaafl sebagaimana dimaksud dalam pasal lO
huruf a meliputi:
a. perencanaan;

b. penyusunan epesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan
c. pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 12

Perencanaan sebagaimana dimakeud dalam pasal 11 huruf a meliputi:
a. identilikasi kebutuhan;
b, penetapan Pengadaan Barallg dan Jasa;
c. cara pengadaaa;

d. jadwal pengadaan; dan
e. Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 13

(1) D€lam menflsun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja s€bagaimana
dimaksud dalam Pasal ll huruf b meliputi:
a. menggunakan produk.lelam negeri;

b. menggunakan produk bersertiflkat standar nasional Indonesiai
c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi

dalam negerl dan

d. produk ramah lingkungan hidup.
(2) D-alam -.penyusunan spesiflkasi teknis/kerangka acuan ke{a

dimuflgkinkaa p€nyebutan merek terhadap:
a. komponen bafang dan jasa;

b. suku cadang; atau
c. bagian dari satu sistem yang sudah ada.

(31 Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri s€bagairnana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan produk bers€rtifkat staldar naaional
lodonesia sebagaimana dirEksud pada ayat (1) huruf b ditakukan
sepanjarg tersedia dan tercukupi.
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VISHESHA

Pasal 14

(U Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa sebagatrala dimaksud dalam
Pasal 11 huruf c dilakukan dengan berorientaii pada:

a. keluaran atau hasil;

b. volume barang dan jasa;

c, ketersediaan barang dan jasa;

d. kemampuan pelaku usaha; dan/atau
e. ketersediaan Anggaran belania.

(2) Dalam_ melakukan pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
Pengadaan Barang dan Jasa, dilarang:
a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan Barang

dan Jasa ya.ng tersebar di beberapa lokasi/daerah-ya-ng menurut
sifat pekerl'aan dan tingkat efisiensinya seharusnyi dilakukan di
beberapa lokasi/daerah rnasing-masing;

b. menyatuka-n Ebelapa paket pengadaan Barang dan Jasa yang
menurut sifat dan jenis peke{aannya harus dipisahkan;

c. menyatukan beberapa paket pengadaan Barang dan Jasa yang
besaran nilainya seharusnya ditrakukan oleh usaha kecil; dan/atau-

d. memecah Pengadaan Barang dan Jasa menjadi b€berapa paket
dengan malsud menghindari Tender/ Seleksi.

paragral2
persiapan pengadaan

Pasal 15

ler:iapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia oteh ppK meliputi
kegiatan menetapkan:

a. harga perkiman sendiri;
b. rancangan kontrak;
c. spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
d. uang muka;
e. jaminan; dan/atau
f. sertifikat garansi.

Pasal 16

(1) Harga sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 hurufa dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat
dipertanggundav/abkan.

l0
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PO. JOGJATAMA

(21 Harya. perkiraan u"rdir.i *1T;:11*na dimaksud pada ayat (r)
ditetapkan oleh PPK.

Pasal 17

(1) Rancangan Kontrak sebagaimana dimal{sud dalam pasal lS huruf b
diwujudkan dalam bentuk:
a. bukti pembelian/pembayaran;

b. Surat Perintah Keda (SpK);

c. Purctase Order (pO); dan/atau
d. surat pedanjiar.

(2) Bukti pembelian/pembayara-n sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
huruf a digunakan untuk pengadaan Barang dan Jasa Lainnya aeng;
nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiahi.

(3) Pulat Perintah Kerja (SpK) s€bagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf
b digunakan untuk:
a. Pengadaan Jasa Konsultarsi dengan nilai paling banlak Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Pengadaan Barang dan Jam lainnya dengan niLai paling sedikit di

atas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sanpai dingan nilai
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rui?ish); d;r

c. !91C1qg! Pgkerjaan Konstruksi dengan dlai paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua latus juta rupiah).

(4) Dokumen Surat Perintah Keda (SpK) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufb terdiri atas:

a. nomor dan tanggal Surat perintah lGrja (SpK);

b. nama, alamat, dan kedudukan para pihak;
c, Iingkup pekerjaan dan nilai Kontrak;
d. kewajiban dan tanggung jawab peLaksana penyedia Ba,:ang dan

Jasa;

e. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
f. cara pembayaral;
g. jangka waktu pemeliharaan dan/atau retensi;
h. ketentuan pekerjaan tambah/kurang;
i. ketentuanpenyelesaianperselisihan;
j. pernyataan anti suap dan gratifikasi; dalr
k. tanda tangan para pihak di atas meterai.
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(s)

(6)

Purchase order (PO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
digurakan untuk pengadaan barang dengan nilai paling sedikit di atas
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Dokumen Purchsse Ord.er @O) sebagaimana dimaksud pada ayat (S)
terdiri atas:

a. nomor dan tanggal Purclase Oraler (poli
b. nama dan alarnat Penyedia Barang dan Jasa;
c. NPWP pemesan dan Penyedia Barang dan Jasa;
d. nama, jeais, jun ah, satuan barang darr jasa yang dipesan;
e. harga satua-n, harga kes€luruhan, pajat, potongan harga barang

dan jasa yang dipesan;
f. estiznasi waktu pengiriman/penerimaan barang dan jasa ya,lg

dipesaa;

g. metod€ darl ca.ra pembayaran;

h, kolom penandatanganan para pihak; dan
i, informasi alamat pengiriman barang/penagihan/faktur pajak dan

narahubung.

Dalan hal Penyedia Barang dan Jasa adalah usaha mikro kecil dan
kop€rasi yang tidak memiliki NPWp maka tidak dicantumlan.
Surat -peljanjian sebagaimana dtunaksud pada ayat (1) huruf d
digunakan untuk Peagadaan Barang/pekldaan 

- 
Xonstrut<si/.Iaea

Lainny-a dengan nilai paling sedikit di atas Rp 2OO.OOO.O00,00 (dua
ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultans der,gan nilai
paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

pasal 18

Uang muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d. dapat
diberikan kepada Penyedia Barang dan Jasa untuk
a. mobilisasi atat dan tenaga kerja;
b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material;

dar/atau
c. persiapan teknis lain yarg diperlukan bagi pelal<salraa{t pengadaan

Baiang dan Jasa,

Uang muka dapat diberikan kepada penyedia Barang dan Jasa dengan
ketentuan sebagai berikut:
a P-PL genyetqiui rencana penggunakan uang muka yang d.iajukan

oleh Penyedia Barang dan Jasa; dan

\71

{B)

(1)

12)
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b. uang muka dapat diberikan paling tinggi 50% (lima puluh per
seratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, penyedia
Jasa Lainnya dsn Pekeljaan Konstruksi.

(3) ]Jang muka yang telah dib€rikan kepada penyedia Barang dan Jasa,
harus segera dipergunakan untuk rretraksanal<an peke4'aan sesuai
dengan_ rencana penggunaan uang muka yang t€tah mendapat
per8etujuan PPK.

(4) P-:mbeflarl uang muka sebagaimana dimalsud pada ayat (1)
dicartumkan pada rancangan I(ontrak

Pasal 19

(1) Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimsksud dal,am
Pasal 15 huruf e terdiri atas:
a. jaminan uang muka; dan
b. jarainan pemeliharaan.

(2) Jarninan sebag-irnena dimaksud pada ayat (1) berupa bank garansi.
(3) Bentuk jalninan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat;

a, tidak bersyarat;

b. mudah dicairkan; dan
c. harus _dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja setelah surat p€rintah pencairan aari fef aiterima.

Pasal20

iallx*an.uanq muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1)
huruf a diserahkan penyedia kepada ppK senilai uang muka.
Nilai jarEiaaa uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertalBp dapat dikurangi secrra proporsional seeuai dengan sii uang
muka yang diteriula.

pasal 21
Jam:nan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1)
huruf b diberlalukan untuk pekedaan Konstruksi atau Jasa Lijnnya
yang membutuhlran inasa pemeliharaan, dalam hal penyedia meflerime
uang retensi pada serah terima pekerjaan WrtamA Ulouisianal land
ove4,

J.l*T"-.- pemeliharaan sebagatnana dimaksud pada ayat (U
dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setel,atl masa pemeiharaaa
selesai.

Besaran nilai jaltrinan pemeliharaan sebesar 57o (lima per seratus) dari
nil,ai Kontrat.

(1)

(2)

(r)

(2)

(3)
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Pasa]22

Sertifikat garansi sebagaimana dfunaksud dalam pasat 15 huruJ f dengan
ketentualr:
(1) Sertifikat garansi diberikan terhadap kelail(an penggunaan barang

hingga jangka waktu tertentu s€suai dengan ketentuan aahm Kontrak.
(2) Sertifikat garansi sebagaimana dimalsud pada ayat (U diterbitkan oleh

produsen atau pihak yang ditunjuk secan mh oleh produsen.

paragraf g

Pemilihan Penvedia

Pasal 23
Peogadaan Barang dan Jasa dilaksanalan melalui:
a. Tender/Seleksiumum;
b. Tender/Seleksi Terbatae;

c. Penunjukan Langsung; atau
d, Pengadaan Langsung.

(1)

l2t

(3)

(4)

(s)

Pasal,24

Tender/Seleksi Umum sebagaimana dimalsud dalam pasal 23 huruf a
dilakukan melalui pengumuman secara luas melalui media massa
dan/atau elektronik.

Tender Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakulan untuk
mendapatkan penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Seleksi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakutan untuk
rrendapatkan penyedia Jasa Konsultansi.
Tender Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanalan
untuk pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bemiLai
paling sedikit di atas Rp 2.O00.000.000,00 (dua mfliar rupiahj.
Seleksi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
yr^{t penqaq1an Jasa Korsultarsi ternilai paUirg sia*it di atas np
100.000.0O0,00 (seratus juta rupiah).

Pasal25
Tender/Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf
b 

_ 
dilakukan meLalui penawaran kepada pihak terbatas dengan

sekurang-kuralgnya 2 (dua) penawaran.

Tender Terbatas Bebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalukan untuk
mendapatkan penyedia barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainaya.

(1)

(2)

t4



(3)

(4)

(s)

Seleksi Terbatas s€bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mendapatkan penyedia Jasa Konsultansi.
Tender Terbatas sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Iainnya bemilai
paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Seleksi Terbatas sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk pengadaan Jasa Konsultansi bernilai paling balyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

pasal 26
Penunjukan langsung sebagaiBana dimaksud dalam pasal 23 huruf c
dilakukan pada Pengadaan Barang dan Jasa yang teraifat khusus atau
dalam keadaan tertentu.

(2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan
dengan cara menunjuk I (satu) penyedia Barang dan Jasa atau melalui
beauv contest,

Penunjukan l^angsulg sebagaimana dima-ksud pada ayat (1)
dilaksanakan denga! ketentuan adanya kesesuaian artara baring dari
jasa yang dibutuhkan dengan bidang usaha dari penyedia Baran! dan
Jasa.

Penunjul(1lr Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan

dan tidak dapat ditunda keberadaannyi;
b. hanya terdapat sattr Penyedia Barang darr Jasa yang dapat

melaksanakar pekerjaan sesuai kebutuhan perueahaaratair sejuai
dengal ketentuan peraturan perundangan-uadangan;

c. barang dan jasa yang pemarfaatan dan
membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari
dan Jasa;

d. tidak tersedia Penyedia Baralg dan Jasa yang memenuhi kualifikasi
atau tidak ada peserta dalam 2 (dua) kali pelaksanaan pengadaan
Barang dan Jasa dengan cara Tender/Seleksi Umum atau
Tender/ Seleksi Terbatas;

e. barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan
intelektual atau yang memiliki jaminan dari original eEipttuent
mdnufacture,

f. penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat,
dan aset stmtegis Perusahaan;

g. barang dan jasa yang merupakan pembelian berulang sepanjangharga yang ditawarkan menguntungkan aengan 
- 

tiaal
mengorbaakan kualitas barang dan jasa;

{1)

{3)

(4)

pemeliharaannya
Penyedia Barang

t5



I.

h.

i,

p€nanga.nan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal
fiaupun nasional;

barang dan jasa larjutan yang secara teknis merupakan satu
kesatxan yang sifatnya tidak dapat dipecah dari peki{aan yang
sudah dilaksanakan sebelumnya; 

-

P.engadaan Barang dan JaBa dalam jumlah dan nilai tertentu yang
ditetapkan Direksi dengan terlebih dahulu mendapaikai
pers€tqjuan dewan p,engawas;

k, Penyedia Barang dan Jasa merupakan badan usaha milik daerah
yang lain sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat
dipertanggun&iawabkan; dan/atau

l. jasa konsultan untuk menghadapi permasalahan tertentu yang
belum dianggarkan da]am tahun berjalan dan sifat pelaksanaan
pekerjaannya harus segera dalr tidak dapit ditu[da
p€Laksanaannya.

Pas€J 27
Pengadaa-n langsung sebaAaimana .limaksud dalam pasal 23 huruf d
dilaL:ukan dengan cara me,nrbeli/me,,rrbayar Langsung kepada penyedia

largg dan Jasa oleh Pejabat pengadaart tanpa pioses
Tender/ Setreksi/Penunjukar Langeung/ pengadaan Langsung,

f9-ngadaal l,angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bemilai paling banyak Rp 2OO.OOO.OOO,OO (dua ratus juta
rupiah).

le:gadaal tangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilrksan€tan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang temltai patng
banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah). -

Pasal 28

lvletode evaluasi peaawaran penyedia barang/pekerjaan
Konstruksi/Jasa L,ainnya dilakukan dengan harga terendah.
M€tode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan_ untuk pengadaan balang/pekedaan fonstruksi/.fasa
l^ainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara
f,enawaran yang memenuhi persyaratan telads.

Pasal 29
(1) Metode.penyampaian dokumen penawaran dalam pemitihan penyedia

barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaku-kan dengal 1 (satu]
file.

(1)

12)

(3)

(1)

(21
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(2) Metode satu file s€bagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
menggunakan metode evaluasi harga terendah dan pemititran penyedii
Jasa Konsultansi melalui pengadaan l,angsung aan eenunjut<an
Langsung.

(r)

pasat 30
Metode evaluasi penawaran penyedia Jasa Konaultansi dilalukan dengal
biava terendah

Pasal 31
Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi
waktu yang cukup bagi Tim pemilihan dan peserta pemilihan.

paaal i2
Dokumen pemilihan t€rdiri atas:
a. dokumen kuelifikaei; dan
b. dokumen Tender/Seleksi/penunjukan Langsung/pengadaan Langsung,

pasal 33
Pelaksanaan melalui Tender/Seleksi meliputi:
a. pelaksanaankuali&kasi;

b. pengumuman dan/atau undangan;
c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
d. pemberiaa penjelasan;

e. penyampaian dokumen penawaran;
f. evaluasi dokumen p€nalyara-n; dan
g. penetapan da.Il pengumunun pemenang.

Fk:*:"1 Penunjukar LalCsullC dita-kukan dengan mengundang I(satu) pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosLsi teknis
maupun harga.

Pelsksanaan Pengadaar langsung dilakukan sebagai berikut:
a pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk

Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya yang menggunalan bukti
pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawa.r€rn yang disertai dengan ktrarifikasi serta
negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan

l,algsu:q yqng menggurratan puiha.se Order (PO1 atau- Surat
Perintah Kerja (SpK).

(2)

(s)

17



(i)

12)

(3)

!ISHESHA

Pasal 3,+

Prefe.fnsi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada
pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. 

-

Preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan Barang dan Jasa
dengan nilai harga perkiraan sendiri (HpS) paling sedikit di atas Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Preferensi harga diberikan pada pengadaan barang dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. diberitan terhadap barang yang memiliki tingkat komponen dalam
negeri (TKDN) paling rendah 25% (dua puluh lima per seratus);

b. diberikan paling tinggi 25olo (dua puluh lima per seratusl;
c. diperhitungkan dsJam evaluasi hafga penawaran yang telah

memenuhi perayaratan administrasi dan teknisl dan
d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil

evaluasi al<hir.

!.a..:il evaluas a}hir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
dihitung dengan menghitqng koefisien preferensi dikalilin dengan
harga p€nawaran seteLah koreksi arit rxatik dengan rumus hasil
evaluasi akhir = (1- koeflsien preferensi) x harga penawaran.
Koeflsien preferensi sebagiamana dimal<sud pada ayat (4) merupakanperlalian antara tingkat komponen dalam negeii 6fou; dengan
preferensi tertinggi.
D€lam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawara, dengan hasil evaluasi
athir terendah yang sama, penawar dengan tingkat kompnen dalam
negeri (TKDN) lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

(4)

{s)

(6)

Paragral 4
pelaksanaan Kontrak

pasal gs

Pelaksanaan Ifuntrak terdiri atas:
a. penetapan surat penunjukan Pen]€dia Barang dan Jasa;
b. penandatangananKontrak;

c. pemberiatr qang rnuka;
d. pembaya?an prestasi pekedaan;

e, perubaha-n Kontrat:
f. penyesuaian harga;
g. penghentian Kontrak atau berakhimya Konkak;
h. f,emutusan Kootrak;

l8
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serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
penanganan keadaan kahar.

i.

j.

(1)

pasal 36
Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimakeud dalam pasal 35
huruf d dapat diberikan dalaE bentuk:
a. pembayaran berdasarkan tahapan p€nyetesaian pekeiaan {termin);

atau
b. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan

deagan oilai tertentu.
Pembayaran prestasi ke{a diberikaD kepada penyedia Barang da! Jasa
setelal dikurangi uang muka, jika memakai uang muka, dan denrla
apabila ada, serta pajak.

Pembayaran termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai
pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan
yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimalan,
sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontral<.
PPK menaha! sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang
retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan Konstruksi/Jasa
Iainuya yang membutuhkan masa pemeliharaan

Pasal 37
Dalam hal teldapat perbedaan antar.a kondisi lapangan f,ada saat
rylakqlaant dengan gambar dan/atau spesifrkasi teknis yang
ditehtukan dalam dokumen Kontrak, ppK bersama penyedia Barang
dan Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yar:rg tercantum

dalam Kontraki
b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah sp€sifikasi teknis pekeiaan sesuai dengan kebutuhan

liapangan; atau
d, menguba} jadwal pel,aksanaan.

Pekerjaan talnbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diLaksanatan
dengan ketentua{r tersedianya Anggaran untuk pekerjaan tambah.
Penyedia Ba.rang dan Jasa ditarang mengalihkan prela_ksanaan
pekerjaan utama berdasar.kan Kontrak, dengan melakukan subkonkak
kepada pihak lain.
Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dima_ksud pada ayat (3),
Penyedia Barang dan Jasa dikenakar sanlsi b€rupa denda yang
bentuk dan b€sarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur
daLam dokumen Kontrak.

12)

(3)

11)

(1)

12)

(3)

(4)

l9



(5) P€rubahan Kontrak yang disebabkan masalah adrdnstmsi, dapat
dilakukan sepanjang disepalati kedua belah pihak.

pasal 38
(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

a. kebutuhan barang dan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
b€rakhimya Kont ak;

c.

d.

b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang dan Jasa tidak akan
mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaaa walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan maLsimal 50 (lima puluhfhari kaiender
sejak TTrasa beral<fumya pelaksanaan pekedaan untuk
menyelesaikan pekeriaan;

setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan maksimal 50 {lima puluh) hari kalender sejat misa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia Barang dan Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekeqaan;

Penyedia Barang dan Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dar tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;
Penyedia Barang dan Jasa terbukti melakukan korupsi, kolusi darl
nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan daLam proses
pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
dan/ atau
pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi,
kolusi dan nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat
dalam pelaksanaan Pengadaai Barang dan Jasa dinyatakan benar
oleh instansi yang berwenang.

e.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penvedia
Barang dan Jasa:

uang muka yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada
Perusahaan oleh Penyedia Barang dan Jasa atau jaminan uang
muka dicairkan; dan
Penyedia Barang dan Jasa membayar denda keterlambatan.

Pasal 39
Dalam hal tedadi perselisihan antala para pihal< dalam penyediaan
barang dan jasa, para pihak terlebih dahulu menyelisaikan
perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihal tersebut dapat ditalukan
melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.

b.

(1)

\2)
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Pasal 40

(1)

\2j

(3)

Setelah peke{aan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan
ketentuan yang teduang dalam Kontrak, penyedia Barang dan Jasa
memberikan l,aporan progres pekedaan kepada pA melalui pp( untuk
proses penyerahan pekerjaan.

Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekedaan sebagaimana
dimaksud,pada ayat {2), PPK memerintahkan penyedia Barang dan
Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan petidaan
sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
I(husus Pekerjaan Konstrulsi /Jasa Lainnya;
a. penyedia Pekedaafl Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan

pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan
dalam Kontrat, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat
penyerahan pekerjaan;

b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekelaan pennanen
selama 2 (dua) bulan; dan

c. masa pemeliharaan dapat melampaui tahun Anggaran.
SeteLah masa pemeliharaan berakhir, ppK mengembalikan jaminan
pemeliharaan/uang retensi kepada penyedia Barang dan Jasa.
Khusus pengadaan barang, masa garansi diberlakukan sesuai
kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
Penyedia Barang dan Jasa menandatangani berita acara serah terima
a-khir pekedaan pada saat proses serah terima akhir lfinat hand owf1,
untuk pekelaan yang menggunakan masa jaminafi pemeliharaan atau
masa retensi.

Pasal 41

Keadaan kahar adaLah keadaan yang teq'adi di luar kehendak para
pihak_ dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewaj-iban
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipe;uhi.
Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar. daLam Kontrak
Pengadaan Baiang dan Jasa meliputi:
a. bencana alam;

b. bencana non alam;
c. bencana sosial;

d. pemogokan;

e. kebakaran; dan/atau
f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui

keputusan bersama ment€ii keuangan dan menteri teknis terkait,
Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikar yang
disebabkan oleh perbuatan atau keLalaian para pihak.

(4)

(s)

(6)

(U

(2)

2t

(3)
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(s)

(1)

12)

PO.JOGJATAMA
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Keterlambatan peLaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh tedadinya
keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

Setelah tedadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan, yang dituangkan dalam perubalan Kontak.

Bagian Ketiga

Swakelola

Pasal 42

Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dimana
peke{aannya direncanakaa, dikefakan dan/atau diawasi sendiri oleh
Perusahaal sebagai pena.nggung jaE ab Anggaran;
PekedaaJr yang dapat dilalukan dengan Swa-kelola meliputi:
a, pekerjaan yang bertqiuan untuk meningkatkan kemampuarr

dan/atau memaafaatkan kemampuan teknis sumber daya
manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi perusahaan;

b. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang dan Jasa;

c. pekerj'aan yang s€cara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan
terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia
Barang dan Jasa akan menimbulkan ketidakpastian darr risiko
yang bsar;

d. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya
atau penjruluhan;

e. pekerjaan suwei, pemrosesan data, perumusan kebijakan
PerusalEan, pengujian di laboratorium darl pengembangan sistem
tertentu; daIr

I Pekerjaan Konstruksi untuk mengatasi keadaan darurat yang tidak
direncanakan sebelumnya.

Prosedur Swakelol,a meliputi kegiatan perencaalaan, pelaksanaar,
pela!,oran dan p€rtanggungjawaban pekerjaan.

Pasal 43

Pengadaan Swal<elolia oleh Perusahaan:

a. dircncanakan, dike{akan dan diawasi sendiri oleh perusahaaa; dan
b. memperguna-kan pegawai sendiri, dan/atau dapat menggunal{an

tenaga ahli.

Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
ditentukan dala$ kegiatan perencanaan dan kondisi Felakeanaan
kegiatan.

(s)

(1)

{2)
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Pasal 44

(1) Kegatan percncanaan Swakelola meliputi:
a. Pen,.usunan jadwal petraksanaan dengan mempertimbangkan waktu

yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan sesuai dengan
rencana kerja tahunan dan kebutuhan yang mendesak; dan

b. Perencaraal teknis dengan membuat rencana Anggaran dan biaya
kegiatan.

(2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan
memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu.

Pasal 45
Pengadaan Barang da, Jasa mel,alui Swakelola oleh perusatraan
dilaksarEkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pengadaan bahan/baralg, Jasa Lainnya, peralatan/suku

tenaga ahli dilakukan oleh Pejabat Pengadaan;
cadang dan

b. pengadaar sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedorran pada
ketentuan dalam Peraturan Direksi ini;

c. pembaJaran upah tenaga kerja yang diperlukan dil,akukan secara
berkala berdasarkan daftar hadir pekeda atau dengan cara upah
borongan; darr

d. pembayaran gaji tenaga allli yang diperlukan dilakukan b€rdaearkan
Kontrak,

pasal 46
(U PelaksalEan Swakelola diawasi oleh perusatHan,

(2) IGmajuan pelaksanaan, penyelesaian, dan pelaporan pekerjaan, serta
F€nggunaan keuangan dilaporkan oleh pel,aksaaa lapangan/pelatsana
Swakelola kepada ppK.

(3) Peng-awas Intem pada Perusahaa! melaLukan audit terhadap
pelalsanaan Swakelola.

BAB V
KETEI.ITUAN PERT{LIHAN

Pasal 47
Pada gaat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, pengadaan Barang darr
Jasa yang dilaksanakan sebelum peraturan Direksi ini ditetapkan,
tetap berpedoman pada Peraturan Direksi sebelumnya.
Pengadaal Barang da-n Jasa yang sedang dilaksaralan berdasar.kan
sistem dal1 prosedur pembelian, dilanjutkan dengan tetap b€rpedoman
pada sistem dan pmsedur pembelian di lingkungan perueahaan,

(1)

{2)
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{.) *I:il,11j59l,1*. ,"1,*ou}["tB*u,.,* dan Jasa yang tera]oknqaranganl berdasarkan pada peraturan Direksi sebelumnla, tetapbertraku sampai dengan berakiimya p"{ilji."iK;;;-''**"

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

pasal 48

Lada sgl Peraturan Dieksi ini mulai berlaku, mal<a peraturan Direksi
Ygig.l , t*1" ,.o17 tentars pensad."" ear;dl j;i*;".;,^;;u:; ou"..h.Jogatama vishesha yog,rkarta, dicabut aan ain]latatan iail*#iat".

pasal 49
Peraturan Direksi ini mulai berlatu pada saat diundangkan.

Ditetapkan di yo$/akarta

pada tanggal

DIREKTUR UTAMA PERUSAHMN DAERAH
JOGJATAMA IISHESHA,

24

-<--
MUIIAMMAD VERGA


	PDF_0001
	PDF_0002
	PDF_0003
	PDF_0004
	PDF_0005
	PDF_0006
	PDF_0007
	PDF_0008
	PDF_0009
	PDF_0010
	PDF_0011
	PDF_0012
	PDF_0013
	PDF_0014
	PDF_0015
	PDF_0016
	PDF_0017
	PDF_0018
	PDF_0019
	PDF_0020
	PDF_0021
	PDF_0022
	PDF_0023
	PDF_0024



